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GAMBARAN UMUM



RINGKASAN EKSEKUTIF

Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat

dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat

berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang

tidak perlu dibayar kembali, yang berasal

dari dalam negeri atau luar negeri.

Dibandingan dengan realisasi penerimaan

hibah tahun 2020, realisasi penerimaan

hibah tahun 2021 mengalami penurunan

sebesar 10,58%, yaitu sebesar Rp 26,32

triliun yang berasal dari realisasi

penerimaan hibah kas sebesar Rp 5,01

triliun, dan penerimaan hibah barang/jasa

sebesar Rp 21,31 triliun.

Dibandingan dengan realisasi belanja hibah tahun

2020, realisasi belanja hibah tahun tahun 2021

mengalami penurunan sebesar 43,31%, yaitu

sebesar Rp 4.319 miliar yang berasal dari

realisasi belanja hibah ke Pemda sebesar Rp

4.286,87 miliar, belanja hibah ke Pemerintah

Asing sebesar Rp 32,02 milyar, dan belanja

hibah banking commission sebesar Rp 0,1 miliar.

Selama periode Tahun 2021, realisasi

pendapatan hibah COVID-19

sebesar Rp 14,03 triliun



LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

5. Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan

Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

9. Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

10. Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi

Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

11. Peraturan Menteri Keuangan No 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

12. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

13. Peraturan Menteri Keuangan No 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.

14. Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

15. Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-876/PB/2020 tentang Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat

Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu



CAKUPAN PENGELOLAAN HIBAH

1. Realisasi penerimaan hibah yang mekanisme penarikan hibahnya melalui kuasa BUN dan tidak melalui kuasa BUN

(kas dan barang/jasa/surat berharga).

SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL, 
SPTMHL, REKENING KORAN

•BAST, SP3HLBJS
•MPHLBJS, SPTMHL

Dokumen
Pertanggungjawaban

LANGSUNG KLCara Penarikan

HIBAH

TERENCANA/DRKH

Menteri Keuangan

LANGSUNG/NON DRKH

Menteri/Pimpinan Lembaga

NON KPPN/BUN

UANG BARANG/ JASA

Jenis Hibah

Penandatangan Hibah

Penarikan Hibah

Bentuk Hibah UANG

KPPN/BUN

NPH,WA,NOD

LC, DP, REKSUS, RKUN
REIMBURSEMENT

LUAR NEGERI DALAM NEGERISumber Hibah

2. Realisasi belanja hibah Pemerintah Pusat meliputi belanja hibah ke Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing,

belanja hibah ke Pemerintah Daerah, dan belanja Banking Commision.



POSTUR APBN 2021

APBN 

2017 2018 2019 2020 2021

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.666,4                         1.943,7              1.960,6              1.647,8                 1.743,6 

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.654,7            1.928,1            1.955,1            1.629,0            1.742,7               

II. Hibah 11,6                  15,6                  5,5                    18,8                  0,9                        / -                         -                         -                         -                            

B. Belanja Negara 2.007,4            2.213,1            2.309,3            2.595,5            2.750,0               

I. Belanja Pemerintah Pusat 1.265,4            1.455,3            1.496,3            1.833,0            1.954,5               

1. Belanja Pegawai 312,7               346,9               376,1               380,5               421,1                  

2. Belanja Barang # 291,5               347,5               334,4               422,3               362,5                  

3. Belanja Modal # 208,7               184,1               177,8               190,9               246,8                  

4. Bunga Utang 216,6               258,0               275,5               314,1               373,3                  

5. Subsidi 166,4               216,9               201,8               196,2               175,4                  

6. Belanja Hibah 5,4                    1,5                    6,5                    6,3                    6,8                       

7. Belanja Bantuan Sosial # 55,3                  84,3                  112,5               202,5               161,4                  

8. Belanja Lain-Lain 8,8                    16,2                  11,7                  120,0               207,3                  

II. Transfer Daerah 742,0               757,8               813,0               762,5               795,5                   / -                         -                         

C. Keseimbangan Primer (124,4)              (11,5)                (73,1)                (700,4)              633,1                   / -                         -                         

D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) (341,0)              (269,4)              (348,7)              (947,7)              (1.039,2)             

Penerbitan SBN, Bruto / Penerbitan SBN, Bruto 0,0% / -                         -                         

E. Pembiayaan 366,6               305,7               402,1               1.193,3            1.006,4               

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 25,6 36,2 53,4 245,6 0,0

URAIAN
LKPP*) **)

Catatan:

*) : Realisasi LKPP

**) : Pagu APBN



PENDAPATAN HIBAH



DAFTAR REGISTER AKTIF PER JENIS & PEMBERI HIBAH

Catatan:
1. Sumber : Data DMFAS running tgl 27 Januari 2022, diolah
2. Register aktif dengan periode closing hibah tahun 2021 ke atas 

NO JENIS HIBAH NEGARA PEMBERI HIBAH
 JML 

REGISTER 

1 LANGSUNG INDONESIA 4.614       

2 LANGSUNG INTERNATIONAL ORGANIZATION 186          

3 LANGSUNG JAPAN 69            

4 LANGSUNG UNITED STATES OF AMERICA 46            

5 LANGSUNG AUSTRALIA 42            

6 LANGSUNG GERMANY 35            

7 LANGSUNG REPUBLIC OF KOREA 31            

8 LANGSUNG CHINA 17            

9 LANGSUNG UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND 15            

10 LANGSUNG FRANCE 8               

11 LANGSUNG LAINNYA 64            

5.127      

12 TERENCANA INTERNATIONAL ORGANIZATION 16            

13 TERENCANA I B R D 15            

14 TERENCANA GERMANY 11            

15 TERENCANA A D B 5               

16 TERENCANA AUSTRALIA 5               

17 TERENCANA I F A D 5               

18 TERENCANA JAPAN 2               

19 TERENCANA I D B 1               

60            

5.187      TOTAL

LANGSUNG Total

TERENCANA Total

98,8%

1,2%

LANGSUNG

TERENCANA

Perentase Jumlah Register Aktif per Jenis Hibah



REALISASI PENERIMAAN HIBAH TAHUN 2021

NILAI NILAI TOTAL

Hibah Dalam Negeri 6.509.671.226.490          Hibah Luar Negeri 19.807.392.608.594          26.317.063.835.084         

- Mll Kuasa BUN -                                           - Mll Kuasa BUN 945.056.904.437                945.056.904.437                

- Tdk Mll Kuasa BUN 6.509.671.226.490          - Tdk Mll Kuasa BUN 18.862.335.704.157          25.372.006.930.647          

Uang 2.769.614.720.071          Uang 1.298.370.810.178            4.067.985.530.249            

Barang 3.736.935.982.393          Barang 14.234.089.390.698          17.971.025.373.091          

Jasa 3.120.524.026                  Jasa 3.329.875.503.281            3.332.996.027.307            

KETERANGAN KETERANGAN

4%

96%

BERDASARKAN MEKANISME PENARIKAN

 Melalui Kuasa BUN  Tidak Melalui Kuasa BUN

25%

75%

BERDASARKAN SUMBER

 Hibah Dalam Negeri  Hibah Luar Negeri

KAS
19%

BARANG
68%

JASA
13%

BERDASARKAN BENTUK HIBAH

KAS BARANG JASA

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



REALISASI PENERIMAAN HIBAH 2021 PER K/L

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN HIBAH
PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MELALUI BUN

KAS KAS JASA BARANG

1 KEMENKES -                               762.206.260.537     730.256.322.421     13.864.657.562.625  15.357.120.145.583  

2 POLRI -                               1.018.563.307.072  225.000.000             837.982.660.219       1.856.770.967.291    

3 KEMENAG -                               724.782.625.606     -                                  317.132.071.263       1.041.914.696.869    

4 KEMENPUPR 431.381.950.962 -                                  456.279.867.096     148.283.181.662       1.035.944.999.720    

5 KEMENHAN -                               545.325.815.551     -                                  484.081.947.375       1.029.407.762.926    

6 KEMENHUB -                               24.959.664.269       -                                  764.664.716.811       789.624.381.080       

7 BAPPENAS 53.015.560.000    18.415.425.011       644.001.277.202     3.499.686.779            718.931.948.992       

8 KLHK 320.660.796.253 43.393.522.724       328.757.956.993     12.431.706.898          705.243.982.868       

9 KKP 18.873.179.157    380.454.649.963     75.431.520.812       5.776.305.292            480.535.655.224       

10 KEJAKSAAN -                               600.000.000             -                                  380.375.640.472       380.975.640.472       

11 LAINNYA 121.125.418.065 549.284.259.516     1.098.044.082.783  1.152.139.893.695    2.920.593.654.059    

945.056.904.437 4.067.985.530.249 3.332.996.027.307 17.971.025.373.091 26.317.063.835.084 

TIDAK MELALUI BUNNO KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TOTAL

TOTAL

58%
7%

4%

4%

4%

3%

3%
3%

2%

1%

11%

KEMENKES POLRI KEMENAG KEMENPUPR

KEMENHAN KEMENHUB BAPPENAS KLHK

KKP KEJAKSAAN LAINNYA



REALISASI PENERIMAAN HIBAH 2021 PER NEGARA DONOR

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN HIBAH
PER NEGARA DONOR

MELALUI KUASA BUN

KAS KAS JASA BARANG

1 INDONESIA -                                          2.769.907.199.050     3.120.524.026           3.730.806.373.161     6.503.834.096.237     

2 INTERNATIONAL ORGANIZATION 18.873.179.157               847.524.602.864        363.920.343.201      4.832.149.793.647     6.062.467.918.869     

3 UNITED STATES OF AMERICA -                                          2.700.178.999             1.088.001.009.224   2.627.011.133.126     3.717.712.321.349     

4 SPAIN -                                          -                                      -                                    3.121.545.583.200     3.121.545.583.200     

5 AUSTRALIA 92.309.417.926               10.213.078.087           981.535.009.180      332.953.149.006         1.417.010.654.199     

6 NETHERLANDS -                                          354.181.978                10.204.599.645         1.089.737.744.748     1.100.296.526.371     

7 JAPAN 50.000.000                       387.030.250.516        184.612.407.212      491.399.668.235         1.063.092.325.963     

8 MULTI DONOR -                                          131.579.028                -                                    840.052.545.499         840.184.124.527        

9 I B R D 555.237.462.612             -                                      -                                    -                                      555.237.462.612        

10 CHINA -                                          -                                      114.421.246.000      437.032.039.560         551.453.285.560        

11 LAINNYA 278.586.844.742             50.124.459.727           587.180.888.819      468.337.342.909         1.384.229.536.197     

945.056.904.437            4.067.985.530.249    3.332.996.027.307  17.971.025.373.091  26.317.063.835.084  

TIDAK MELALUI KUASA BUN
TOTALPEMBERI HIBAHNO

TOTAL
Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

24,71%

23,04%

14,13%

11,86%

5,38%

4,18%

4,04%

3,19%

2,11%

2,10%

5,26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

INDONESIA

INTERNATIONAL ORGANIZATION

UNITED STATES OF AMERICA

SPAIN

AUSTRALIA

NETHERLANDS

JAPAN

MULTI DONOR

I B R D

CHINA

LAINNYA



PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN BENTUKNYA

[triliun rupiah]

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 
berdasarkan SPAN, diolah

11,63 

15,56 

5,50 

18,83 

5,01 

3,98 

7,60 

5,01 

5,55 

17,97 

4,56 

3,06 

4,56 

5,05 

3,33 

20,16 

26,23 

15,06 

29,43 
26,32 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

2017 2018 2019 2020 2021

Uang Barang Jasa Total

BENTUK HIBAH 2017 2018 2019 2020 2021

Uang 11,63               15,56               5,50                            18,83               5,01                  

Barang 3,98                  7,60                  5,01                            5,55                  17,97               

Jasa 4,56                  3,06                  4,56                            5,05                  3,33                  

Total 20,16               26,23               15,06                         29,43               26,32               



PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN MEKANISME PENCAIRAN

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 
berdasarkan SPAN, diolah

[triliun rupiah]

Realisasi pendapatan

hibah Covid-19:

Selama tahun 2021, terdapat
187 hibah yang telah
dilakukan pengesahan
pendapatan hibahnya

sebesar 14,03 triliun, 
atau sebesar 53,29% dari

total pendapatan hibah.

“

0,53 0,42 0,59 0,53 0,95

19,63

25,81

14,47

28,90
25,37

20,16

26,23

15,06

29,43

26,32

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2017 2018 2019 2020 2021

Mll Kuasa BUN Tdk Mll Kuasa BUN Total Penerimaan Hibah

MEKANISME PENCAIRAN 2017 2018 2019 2020 2021

Melalui Kuasa BUN 0,53 0,42 0,59 0,53 0,95

Tidak Melalui Kuasa BUN 19,63 25,81 14,47 28,90 25,37

Total 20,16 26,23 15,06 29,43 26,32



PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN SUMBER HIBAH

[triliun rupiah]

Meningkatnya hibah dari

luar negeri karena

banyaknya bantuan

penanggulangan Covid-19

yang berasal dari negara

dan/atau Lembaga asing

“

10,37

20,03

8,21

21,37

6,51

9,79

6,20

6,85

8,06

19,81

20,16

26,23

15,06

29,43

26,32

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2017 2018 2019 2020 2021

Realisasi DN Realisasi LN Total

SUMBER HIBAH 2017 2018 2019 2020 2021

Realisasi DN 10,37 20,03 8,21 21,37 6,51

Realisasi LN 9,79 6,20 6,85 8,06 19,81

Total 20,16 26,23 15,06 29,43 26,32
Sumber: Data LK BA Tahun 2021 
berdasarkan SPAN, diolah

“



BELANJA HIBAH



REALISASI BELANJA HIBAH TAHUN 2021

0% 1%

56%

43%

Persentase Realisasi Belanja Hibah

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban
Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar
Negeri

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah
bersumber dari PHLN

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah
bersumber dari Rupiah Murni

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 
berdasarkan SPAN, diolah

NO JENIS HIBAH PAGU REALISASI realisasi (%)

112.000.000 104.920.718 93,68%

1 Banking Commission 112.000.000 104.920.718 93,68%

Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri (satker 985252-LDKPI) 35.729.946.800         32.024.597.618 89,63%

1 Pemerintah Mozambik (Bantuan Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai) 2.160.000.000 2.160.000.000 100,00%

2 Pemerintah Zimbabwe (Bantuan Mitigasi Dampak Bencana Alam Topan Idai) 2.160.000.000 2.160.000.000 100,00%

3 Antigua Barbuda (Dukungan Proyek “Community Connect” Pasca Bencana Badai Irma Tahun 2017) 1.274.696.800 1.274.696.800 100,00%

4 India (India Red Cross Society/ IRCS) (Bantuan Kemanusiaan  Penanggulangan Pandemi COVID-19 di India) 8.600.000.000 7.831.136.406 91,06%

5 Pemerintah Madagaskar (Penanggulangan Kelaparan Akibat Kekeringan di Madagaskar Selatan) 2.235.000.000 2.235.000.000 100,00%

6 Pemerintah PNG (Penanganan Pandemi COVID-19 ) 3.600.000.000 3.600.000.000 100,00%

7 Pemerintah Suriname (Program Bantuan Kesejahteraan Masyarakat Keturunan Indonesia di Suriname) 1.460.000.000 1.460.000.000 100,00%

8 Pemerintah Afghanistan (Penanganan Krisis Pangan di Afghanistan) 2.190.000.000 2.190.000.000 100,00%

9 Pemerintah Palau (Hibah non kemanusiaan berupa bantuan tunai penyelenggaraan konferensi OOC 2022) 10.000.000.000 7.263.629.666 72,64%

10 Pemerintah Saint Vincent and Grenadines (Dukungan bagi program sarana mobilitas anak-anak sekolah di Saint

Vincent and the Grenadines (SVG))
1.730.100.000 1.730.100.000 100,00%

11 Pemerintah Timor Leste (Program peningkatan kapasitas Diplomat Muda Timor Leste dalam rangka mendukung

proses integrasi Timor Leste sebagai calon negara anggota ASEAN)
320.150.000 120.034.746 37,49%

5.125.356.707.000 2.427.269.513.788 47,36%

1 Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia 95.000.000.000           10.092.260.129,00 10,62%

2 Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia 15.300.000.000           11.526.000.000,00 75,33%

3 Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) 52.651.218.000           49.004.980.208,00 93,07%

4 Hibah Provincial Road Improvement andMaintenance (PRIM) 23.160.000.000           10.450.611.475,00 45,12%

5 Hibah City Sewerage Project/Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Palembang 287.585.000.000 104.175.626.593,00       36,22%

6 Hibah Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) 102.614.300.000           75.654.405.050,00 73,73%

7 Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) 976.154.302.000         843.506.007.165,00 86,41%

8 Mass Rapid Transit (MRT) 3.210.250.000.000      1.182.903.046.071,00 36,85%

9 Hibah Rural Empowerment and Agricultural Development – Scalling Up Initiative (READ-SI) 107.641.887.000           54.534.319.567,00 50,66%

10 The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND) 255.000.000.000           85.422.257.530,00 33,50%

2.417.137.767.000 1.859.602.406.655 76,93%

1 Hibah Sanitasi/Air Limbah Rupiah Murni 100.000.000.000           61.698.000.000,00 61,70%

2 Air Minum Rupiah Murni (Nationwide Water Hibah Program) 900.000.000.000         547.427.600.413,00 60,83%

3 Hibah Jalan Daerah 900.000.000.000         778.788.184.242,00 86,53%

4 Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Hibah RR) 517.137.767.000         471.688.622.000,00 91,21%

7.578.336.420.800 4.319.001.438.779 56,99%

Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah (satker 977263-DEAS)

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah bersumber dari PHLN (satker 985251-DJPK)

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah bersumber dari Rupiah Murni (satker 985261-DJPK)

TOTAL



PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA HIBAH

[miliar rupiah]

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

5.423,12 

1.465,99 

6.241,52 

3.981,72 
4286,87

-

-

-

2.264,65 

-

6.271,80 

1.988,62 

7.873,26 

8.946,23 

7.578,34

 -

 1.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 4.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 7.000,00

 8.000,00

 9.000,00

 10.000,00

2017 2018 2019 2020 2021

Belanja Terkait Hibah Belanja Hibah LN Belanja Hibah DN Belanja Hibah DN (terkait PEN) DIPA

KETERANGAN 2017 2018 2019 2020 2021

DIPA  6.271,80  1.988,62  7.873,26  8.946,23 7.578,34

Belanja Terkait Hibah               -            0,09          0,41          0,13 0,10

Belanja Hibah LN        22,55        54,48      234,27        29,41 32,02

Belanja Hibah DN  5.423,12  1.465,99  6.241,52  3.981,72 4286,87

Belanja Hibah DN (terkait PEN)               -                 -                 -    2.264,65 -               

TOTAL BELANJA  5.445,67  1.520,56  6.476,21  6.275,91  4.319,00 



BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 (1)

Sumber: Data LK BA Semester I Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

NO Nama Proyek Tujuan Executing Agency Tahun
Pelaksanaan

1 Hibah Air Minum Berbasis 
Kinerja Bantuan Pemerintah 
Australia

Meningkatkan kinerja BUMD
Penyelenggara Sistem Penyedia Air
Minum (SPAM) meliputi aspek tata
kelola, efisiensi operasi, keuangan, dan
kualitas layanan agar dapat
memberikan pelayanan yang
berkualitas dan berkesinambungan
kepada pelanggan dan meningkatkan
akses air minum ke seluruh lapisan
masyarakat

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian PUPR

2020 – 2022

2 Hibah Air Limbah Bantuan
Pemerintah Australia

Sebagai dana pengganti atas
pelaksanan kegiatan peningkatan akses
sistem air limbah perpipaan bagi
masyarakat

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian PUPR

2020 – 2022

A. Sumber dari Hibah/Pinjaman Luar Negeri

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 (2)

NO Nama Proyek Tujuan Executing Agency Tahun
Pelaksanaan

3 Hibah Australia-Indonesia 
Untuk Pembangunan 
Sanitasi/Australia-Indonesia 
Infrastructure Grants for 
Sanitation (sAIIG)

Mempercepat pencapaian pembangunan akses di
bidang air limbah yang layak bagi masyarakat dan
mendukung pembangunan global universal access
melalui penyediaan akses sanitasi layak.

Ditjen Cipta Karya,
KemenPUPR

2013 – 2021 
(amandemen)

4 Hibah Provincial Road 
Improvement and 
Maintenance (PRIM)

Mendorong Pemda untuk meningkatkan peran
dalam pembangunan insfrastruktur jalan daerah
melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan
Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM).

Sekretariat Jenderal
Kementerian PUPR

2013 – 2021 

5 Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah Kota Palembang (IPAL)

Mempercepat pencapaian pembangunan bidang air
limbah dan persampahan di Kota Palembang

Ditjen Cipta Karya,
KemenPUPR

2018-2021 
(amandemen)

6 Integrated Participatory 
Development and 
Management of Irrigation 
Project (IPDMIP)

Meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara
berkelanjutan

Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air,
Kementerian PUPR

2018 s.d 2022

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 (3)

Sumber: Data LK BA Semester I Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

NO Nama Proyek Tujuan Executing 
Agency

Tahun
Pelaksanaan

7 Flood Management in
Selected River Basins (FMSRB)

 Meningkatkan perencanaan pengelolaan risiko banjir
melalui pendekatan pengelolaan banjir terpadu di
wilayah sungai.

 Memperbaiki pengelolaan lahan pertanian di DAS 3-
Cis (Ciujung-Cidanau-Cidurian) dan meningkatkan
kesiapan infrastruktur banjir sebagai mitigasi dampak
negatif banjir.

 Meningkatkan kapasitas community based flood risk
management (CBFRM).

 Meningkatkan strategi koordinasi dan kapasitas
ditingkat nasional.

Ditjen Sumber
Daya Air,
Kementerian
PUPR

2018 – 2022

8 Mass Rapid Transit (MRT) Mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta yang
telah menjadi prioritas pembangunan nasional yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ditjen
Perkeretaapian,
Kementerian
Perhubungan

2009-2023

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 (4)

Sumber: Data LK BA Semester I Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

NO Nama Proyek Tujuan Executing Agency Tahun
Pelaksanaan

9 Rural Empowerment and
Agricultural Development –
Scalling Up Initiative (READ-SI)

Memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan,
baik secara individu maupun secara kelompok,
dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri
dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan
pendapatan di sektor pertanian dan non-pertanian
serta meningkatkan taraf hidupnya secara
berkelanjutan

Kementerian
Pertanian

2019 - 2023

10 The Development of 
Integrated Farming System at 
Upland Areas Project 
(UPLAND)

Meningkatkan produktivitas pertanian di dataran
tinggi dan meningkatkan pendapatan petaninya

Direktorat Jenderal
Prasarana dan Saran
Pertanian,
Kementerian
Pertanian

2021 – 2024

11 Hibah Air Minum Berbasis
Kinerja (NUWSP)

Mendukung peningkatan kinerja dan peningkatan
efisiensi operasional BUMD Penyelenggara SPAM
dalam upaya meningkatkan dan memperluas
pelayanan air minum perkotaan

Direktorat Jenderal
Cipta Karya –
Kementerian PUPR

2021 – 2022

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 (5)

Sumber: Data LK BA Semester I Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

NO Nama Proyek Tujuan Executing Agency Tahun
Pelaksanaan

1 Hibah Sanitasi/Air Limbah 
Rupiah Murni

Meningkatkan kinerja BUMD
Penyelenggara Sistem Penyedia Air
Minum (SPAM) meliputi aspek tata
kelola, efisiensi operasi, keuangan, dan
kualitas layanan agar dapat
memberikan pelayanan yang
berkualitas dan berkesinambungan
kepada pelanggan dan meningkatkan
akses air minum ke seluruh lapisan
masyarakat

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian PUPR

2021

B. Sumber dari Rupiah Murni

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 (6)

Sumber: Data LK BA Semester I Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

NO Nama Proyek Tujuan Executing Agency Tahun
Pelaksanaan

2 Hibah Air Minum Bersumber 
dari Rupiah Murni 
(Nationwide Water Hibah 
Program)

Program Hibah Air Minum merupakan
hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dengan
pendekatan output based (berbasis
keluaran), dimana Pemerintah Daerah
diwajibkan untuk melakukan
peningkatan akses dan pemasangan
sambungan rumah air minum terlebih
dahulu melalui Penyertaan Modal
Pemerintah (PMP) untuk Program
Hibah Air Minum Perkotaan atau
melalui dana APBD untuk Program
Hibah Air Minum Perdesaan

Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian PUPR

2021

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 (7)

Sumber: Data LK BA Semester I Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah

NO Nama Proyek Tujuan Executing Agency Tahun
Pelaksanaan

3 Hibah Jalan Daerah  Meningkatkan konektivitas berbasis koridor
di Kawasan Strategis Nasional (KSN)

 Meningkatkan kemantapan jalan provinsi
dan jalan kabupaten di lokasi KSN

 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan
jalan daerah (value for money) untuk
mendukung perbaikan aksesibilitas pada
daerah yang diprioritaskan

Sekretariat Jenderal,
Kementerian PUPR

2021

4 Hibah Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (Hibah RR)

Membantu pendanaan kepada pemerintah
daerah dalam melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana. Menjamin
pelaksanaan dana bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi sesuai dengan peraturan
perundangan, tertib administrasi dan keuangan
dalam pelaksanaan, dan tepat sasaran sesuai
tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB)

2021

Sumber: Data LK BA Tahun 2021 berdasarkan SPAN, diolah



PERBANDINGAN TINGKAT PENYERAPAN BELANJA HIBAH TAHUN 2020 & 2021

KENDALA PENYERAPAN BELANJA 
HIBAH TAHUN 2021

 Terdapat self blocking pagu anggaran pada
beberapa program.

 Sebagian besar program merupakan jenis hibah
yang bersifat multiyears yang dimulai di tahun-
tahun sebelumnya, sehingga sebagian besar daerah
telah selesai melaksanakan program hibah tersebut
sebelum tahun 2021.

 Adanya pemerintah daerah yang mengundurkan
diri dari program hibah.

 beberapa pemerintah daerah tidak memenuhi
kriteria teknis yang ditetapkan oleh Executing
Agency

 Pembatasan sosial di daerah sebagai bagian dari
penanganan Pandemi di daerah berpengaruh pada
kecepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan.
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EXTRA



OPINI BPK

2008

TAHUN LK BA LKBUN LKPP

Disclaimer Disclaimer Disclaimer

2009-2011 WDP WDP WDP

2012 WTP-DPP WTP-DPP WDP

2013-2015 Opini di LK
BUN (tidak
ada temuan
yang
pengaruhi
opini
LKBUN)

WDP WDP

2016-2021 WTP WTP

Sumber: LHP LKPP tahun 2016-2021, diolah

(triliun rupiah)

3,11

1,2
0,44

1,30 0,90

20,16

26,23

15,06

29,43

26,32

0 0 0 0 00 0 0 0 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2017 2018 2019 2020 2021

APBN-P (LHS) Realisasi Hibah (LHS)

Temuan terkait Hibah (LHS) Jumlah K/L yang Mendapat Temuan Terkait Hibah (RHS)




